
 
 
 

 
 

 

BUPATI GARUT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 1 TAHUN 2013    

TENTANG 

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN    
(SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (2)                 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, serta Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur 

ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut 

tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang 
Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran 
Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2013.                                                                                                                                                                                  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004   Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir  dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

 

 

 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 

22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor   
7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2012 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2012 Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 42); 

 

 

 

 

 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 



Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2012 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) 
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG            

(SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2013. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 

SKPD adalah pimpinan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang 
selanjutnya disingkat DPPKA Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada 

Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD. 

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 



uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

11. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana 

yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan SPP. 

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM. 

14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang 

diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja 
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 

16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 

BAB II 

BATASAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU 

Pasal 2 

Untuk pengisian kas pada SKPD, dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat 

diajukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan uang persediaan 
dapat diajukan SPP-GU. 

Pasal 3 

(1) Besaran SPP-UP dalam APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013 adalah 
sebesar jumlah UP yang ditetapkan atau dicantumkan dalam anggaran kas 

masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dan jadwal penarikan dana 
setelah dikurangi untuk pembayaran yang bersifat langsung (LS). 

(2) Pengecualian atau perubahan besaran SPP-UP sebagaimana dimaksud pada             
ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan DPPKA. 

(3) Besaran jumlah SPP-GU dalam APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012 

adalah sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah UP. 

Pasal 4 



(1) Batasan jumlah SPP-UP dalam APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar                                     
Rp. 49.054.274.700,00 (empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta 

dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). 

(2) Batasan jumlah SPP-UP untuk masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Garut, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

MEKANISME PENERBITAN SERTA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU 

Bagian Kesatu 

SPP-UP 

Pasal 5  

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang 
persediaan. 

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-UP; 

b. ringkasan SPP-UP; 

c. rincian SPP-UP 

d. salinan SPD; 

e. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang 
diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat 

pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan 

f. lampiran lain yang diperlukan. 

Pasal 6 

(1) Kepala SKPD menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPA-SKPD, atas permintaan 

bendahara pengeluaran. 

(2) Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD 
menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara yang bersangkutan. 

(3) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara 
pengeluaran pembantu, dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan 

daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing 
bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Penggunaan UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab 
bendahara pengeluaran. 

(5) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP, setelah UP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan (revolving) sepanjang masih 
tersedia dana dalam DPA-SKPD. 

Bagian Kedua 

SPP-GU 

Pasal 7 



(1) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), 

dilakukan dengan pengajuan SPP-GU. 

(2) SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP telah digunakan dan 

dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) 
dari dana UP yang diterima. 

(3) Jumlah permintaan pembayaran dalam SPP-GU adalah sebesar UP dan/atau 
GU yang telah digunakan atau dipertanggungjawabkan. 

Pasal 8 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. 

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. surat pengantar SPP-GU; 

b. ringkasan SPP-GU; 

c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; 

d. bukti transaksi yang sah dan lengkap; 

e. salinan SPD; 

f. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna 
Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang 

diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan 
saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan 

g. lampiran lain yang diperlukan. 

Pasal 9 

(1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen), 

sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa 
dana yang tersedia, Kepala SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan              

SPP-TU. 

(2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari DPPKA 

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. 

(3) Pengajuan TU dapat dilakukan dengan syarat:  

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda; 

b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 

c. apabila dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, 

maka sisa dana yang terdapat pada bendahara pengeluaran, harus disetor 
ke rekening kas umum daerah; dan 

d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi, 
maka SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang 
sisa tahun anggaran 2013. 

 

 

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikecualikan untuk: 

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan 

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan, 
diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 2 - 1 - 2013  

 B U P A T I  G A R U T,  

        t t d 

                                                                                   ACENG H.M. FIKRI    

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 2 - 1 - 2013 2005    2   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

                              t t d  

  H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si 
 PEMBINA UTAMA MADYA   

 NIP. 19590613 198503 1 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2013 NOMOR 1  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


